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KATA PENGANTAR 
 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjajang 

Kabupaten Lumajang periode Triwulan I Tahun 2006 dapat diselesaikan. 

Laporan ini merupakan informasi kinerja Kecamatan  Kedungjajang 

yang menggambarkan capaian kinerja selama kurun waktu 3 (Tiga) bulan 

mulai Januari s.d. Maret 2026. Laporan ini menjabarkan akan keberhasilan 

maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan/sub 

kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Kedungjajang Tahun 

2025-2029. 

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instransi Pemerintah. 

Demikian Laporan Kinerja ini disusun. Besar harapan kami untuk 

mendapatkan evaluasi yang membangun agar pelaporan kinerja kami 

berikutnya menjadi lebih baik. 

 

  Lumajang, 31 Maret 2026 
  CAMAT KEDUNGJAJANG 

 

 

 
SAMSUL NURUL HUDA, SE 
NIP.  19830608 201001 1 034 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pasal 4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 telah 

mengamanatkan bahwa Camat berkewajiban untuk menyampaikan 

Laporan Kinerja Triwulanan kepada Bupati. Adapun batasan laporan 

kinerja dimaksud adalah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah 

berakhirnya periode triwulanan dengan tembusan kepada Sekretaris 

Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Pelaporan kinerja triwulanan merupakan perwujudan sikap akuntabilitas 

kecamatan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-

hal yang belum dapat dicapai. Disamping itu, pelaporan kinerja juga 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas 

antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan 

pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran. 

 
B. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan 

Kedungjajang Tahun 2026 adalah untuk memberikan laporan tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan 

kemasyarakatan, dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas 

dalam kurun waktu Januari s.d Maret 2026. 

 
C. Gambaran Umum 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami 

perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis 

kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan 

manajemen pemerintahan secara komprehensif ditingkat Kecamatan dan 

Desa akan terpengaruh juga. 

Kecamatan secara hierarki merupakan bawahan bupati sebagai 

perangkat daerah, maka kecamatan bukan lagi sebagai wilayah 

Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai 

Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan 

pendelegasian wewenang dari bupati. 
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Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan 

di Kantor Kecamatan Kedungjajang menggunakan Peraturan Bupati 

Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan 

Bupati tentang  SOTK  dari yang semula nomor 86 Tahun 2016 yang telah 

dirubah menjadi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  Uraian  Tugas  dan  Fungsi  

Serta Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari : 

1. Camat; 

2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Keuangan. 

3. Seksi Pemerintahan; 

4. Seksi Pelayanan Umum; 

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 

6. Lurah 
 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LUMAJANG 
SESUAI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NO 96 TAHUN 2019 

Keterangan : Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Kedungjajang
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Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang 

mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Tugas camat 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 

2019 pada Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah membantu bupati dalam 

mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik 

dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah 

kecamatan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), camat mempunyai fungsi : 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati; 

5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

kegiatan desa atau kelurahan; 

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; 

9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan; 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat 

(1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan desa. 

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat(1) huruf b, 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis 

administrasi dan fungsional kepada 



Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 

Kecamatan  Kedungjajang Kabupaten 
Lumajang 

5 

I 

 

semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan memiliki 

fungsi: 

1. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan; 

2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan 

kecamatan; 

3. Pengelolaan adnministrasi umum, kepegawaian, keuangan 

perlengkapan dan keprotokolan; 

4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan; 

5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana; 

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan; 

7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat; 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat. 
 

Sekretariat dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam 

penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan; 

c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan; 

d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan 

kebersihan Kecamatan; 

e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana 

prasarana Kecamatan; 

f. Melakukan administrasi kepegawaian; 

g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang 

milik daerah; 

h. Melakukan penyusunan  Rencana  Kebutuhan  Barang  Unit dan 

Rencana Pemeliharaan Barang Unit ; 

i. Melakukan administrasi barang milik daerah; 

j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan; 

k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan 

keprotokolan; 
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l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan 

peraturan perundang-undangan; 

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program 

kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris 

Kecamatan; 

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris Kecamatan. 

2. Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf b angka 2, mempunyai tugas : 

a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan; 

b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian 

Keuangan; 

c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran; 

d) Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana 

stategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja 

instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat); 

e) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan; 

f) Penyiapan pertanggungjawaban keuangan; 

g) Melakukan penyusunan laporan keuangan ; 

h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan 

hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti 

rugi; 

i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program 

kegiatan Sub Bagian Keuangan; 

j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; 

k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) huruf c, 

mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras 

dengan Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan; 
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2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

pemerintahan; 

3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan 

kesatuan bangsa; 

4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan 

melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh 

masyarakat; 

5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban; 

6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang 

ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi 

berdasarkan Pancasila; 

9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi 

pimpinan di kecamatan; 

10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangundangan lainnya 

di wilayah kerjanya; 

11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan 

kepala desa; 

13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; 

14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 

keuangan desa dan aset desa 

15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan 

perangkat desa; 

16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; 

17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan  fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa; 

18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian 

perangkat desa; 

19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa 

dengan pihak ketiga; 
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20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan 

ruang desa serta penetapan  dan  penegasan batas desa; 

21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan; 

22. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program 

kerja Seksi Pemerintahan; 

23. Pemberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan 

24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang 

selaras dengan Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan; 

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat; 

3. Mengoordinasikan pastisipasi masyarakat dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; 

4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan 

musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan; 

5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta 

dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan; 

6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan; 

7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan 

daerah dengan pembangunan desa; 

8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan 

pedesaan; 

9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban 

dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; 

10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan 

partisipatif; 

11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat desa; 
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12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan 

perdesaan di wilayahnya; 

13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan 

pembangunan; 

14. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 

program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan 

16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf d, mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang 

selaras dengan Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan; 

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

pelayanan umum; 

3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan 

perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku; 

4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang  dilimpahkan ke 

kecamatan; 

5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat di kecamatan; 

6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat di wilayah kecamatan; 

7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 

yang melibatkan pihak swasta; 

8. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 

program kerja Seksi Pelayanan Umum; 

9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan 

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 
 

D. Aspek Strategis Organisasi 

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari 

tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjajang dengan indikator dan 

target yang terukur. Aspek tersebut dijabarkan melalui Sasaran Strategis 

Kecamatan Kedungjajang, yakni Mengoptimalkan fasilitasi dan Koordinasi 

Kecamatan dan Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Desa. 
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E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) 

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan 

Kedungjajang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain : 

1. Menurunnya kondisi dan kurangnya Sarana dan Prasarana untuk 

mendukung pelayanan yang lebih optimal; 

2. Kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai sesuai 

tugas pokok dan fungsi; 

3. Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah. 
 

F. Sistematika 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta 

permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi 

organisasi. 

BAB II :  PERENCANAAN KINERJA 

Pada  bab  ini  diuraikan  ringkasan/ikhtisar   tentang Target 

Tujuan OPD ( yang menyajikan uraian  ringkas tujuan dan 

Target Tujuan tahun 2025) serta Perjanjian kinerja tahun 2025 

(Menyajikan target kinerja pada dokumen PK di tahun 2025). 

BAB  III : AKUNTABILIITAS KINERJA 

A. PENGUKURAN KINERJA 

- Capaian Kinerja Tujuan & Sasaran Strategis OPD S/D TW 

II Tahun 2025 

- Capaian Kinerja Program Yang Menunjang Kinerja Sasaran 

OPD 

- Penyajian Data Kinerja 

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA 
- Analisa faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja 
- Analisa faktor penghambat keberhasilan capaian 

kinerja 
- Upaya / solusi untuk mengatasi hambatan dalam 

mencapai kinerja 
- Analisis efisiensi sumber daya 
- Analisis program yang penunjang keberhasilan 
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- Realisasi anggaran (yang disajikan yaitu realisasi 
anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan) 

 
BAB IV :  PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa  mendatang yang akan 

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

LAMPIRAN : Berisikan Dokumen PK dan Dokumen Kegiatan 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
2.1 TARGET TUJUAN OPD 

Target Tujuan Kecamatan Kedungjajang merupakan pernyataan- 

pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, 

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis 

Kecamatan Kedungjajang yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan 

Kedungjajang adalah sebagaimana table di bawah ini 

 
Tabel 2.1 

FORMULASI PERHITUNGAN KINERJA TUJUAN TAHUN 

2026  KECAMATAN KEDUNGJAJANG 

No Tujuan 
Indikator 
Tujuan Formulasi 

Penghitungan 
Kinerja 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya 
Kinerja Kecamatan 

Sinergitas 

Kinerja 

Kecamatan 

Hasil Penilaian 

Sinergitas Kinerja 

Kecamatan 

Hasil Penilaian 
dari Bagian 

Tapem 
Kab.Lumajang 

 
 

 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 

 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang disusun berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi 

dan penerima amanah. 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2026 disusun sebagai 

acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana 

berikut : 
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Tabel 2.2 

LEMBAR DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
ESELON III ( CAMAT ) KECAMATAN KEDUNGJAJANG 

 

 
NO 

 
SASARAN STRATEGIS 

 
INDIKATOR KINERJA 

 
TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

 
1 

Meningkatnya Kepuasan 
Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 

Tingkat Kecamatan 

 
86 

 
2 

Mengoptimalkan Fasilitasi 
dan Koordinasi Kecamatan 

Persentase hasil Fasilitasi dan 
Koordinasi yang ditindaklanjuti 

 
100% 

 
 

Program Anggaran 

1. 
Pprogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rp.  1.939.575.859  

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  Rp.  4.561.400,00  

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Rp.  44.571.700  

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Rp. 7.200.000 

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp.  18.030.000  

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa  Rp. 9.960.000 

JUMLAH Rp. 2.023.898.959 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 
3.1 PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan 

capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap 

indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain itu, pengukuran kinerja 

dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran 

dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan 

kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat 

pencapaian dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat 

pencapaian sasaran didasarkan pada data pencapaian hasil pengukuran kinerja 

kegiatan. 

Pengukuran capaian kinerja kegiatan pada Kecamatan Kedungjajang telah 

menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan 

mudah di evaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan 

disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan 

tersebut dapat diukur pencapaiannya. 

Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran Kecamatan 

Kedungjajang dilakukan dengan parameter penentuan keberhasilan 

/ketidakberhasilan menggunakan skala sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
T-E.1 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA 

 

NO 
INTERVAL NILAI 

REALISASI KINERJA 
KRITERIA 
PENILAIAN 
REALISASI 
KINERJA 

1 2 3 

1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 

2 76% ≤ 90% Tinggi 

3 66% ≤ 75% Sedang 

4 51% ≤ 65% Rendah 

5 ≤ 50% Sangat Rendah 

 

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) 

kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut : 

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah 

memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan 

penilaian kinerja. 

2. Hasil Sedang 

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah 

memenuhi persyaratan minimal. 

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum 

memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja 

yang diharapkan. 

 

A. CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS OPD 

S/D TW I TAHUN 2026 
Bahwa dalam melihat capaian kinerja tujuan meruakan pernyataan 

tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, 

memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis Kecamatan 

Kedungjajang , sedangkan Capaian kinerja Sasaran PD merupakan hasil yang 

diharapkan dari implementasi satu/beberapa program yang diformulasikan 

secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Dalam merumuskan 

sasaran, selain memperhatikan program-program yang harus dilaksanakan oleh 

Kecamatan Kedungjajang 
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Tabel 3.2 

CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS OPD TRIWULAN I 

KECAMATAN KEDUNGJAJANG 

 
 

NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN 

INDIKATOR 

SASARAN 
RUMUS SATUAN 

KONDISI 

SAAT INI 

1. Meningkatnya 
Kinerja Kecamatan 

Sinergitas 
Kinerja 
Kecamatan 

  Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja 
Kecamatan 

-  

   Meningkatnya 
Kepuasan 
Masyarakat 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 
Tingkat Kecamatan 

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 0  

   Mengoptimalkan 
Fasilitasi dan 
Koordinasi 
Kecamatan 

Persentase hasil 
Fasilitasi dan 
Koordinasi yang 
ditindaklanjuti 

Jumlah hasil fasilitasi dan  
koordinasi yang ditindaklanjuti 

----------------------------------------- x 100% 
Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang harus 

dilakukan 

42.22%  
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Tabel 3.3 

B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD 
 

No Sasaran Indikator Kinerja 
Kinerja Anggaran 

Efisiensi Target Realisa
si 

% Pagu (Rp.) Realisasi Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6=5/4) (7) (8) (9=8/7) (10=6-9) 
1 Terselenggaranya fasilitasi 

kebutuhan operasional kantor 
Persentase pemenuhan 
fasilitasi kebutuhan 
operasional perkantoran 

 
100% 22.47% 22.47%  1.939.575.859   404.917.538   20.88% 1.59 

2 Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan Pelayanan publik 
Kecamatan 

Indeks Pelayanan Publik  
65 0 0%  4.561.400,00  0 0% 0 

3 Meningkatnya Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga 

kemasyarakatan 
desa/kelurahan dan ormas 
yang aktif  

 
 

99.81% 95.58% 95.76%  44.571.700   13.311.700  29.87% 65.89 

4. Meningkatnya  penyelenggaraan 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum  

Persentase  gangguan 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum yang ditindaklanjuti 

 
100% 0% 0% 7.200.000 0 0% 0 

5 Meningkatnya fasilitasi 
penyelenggaraan pemerintahan 
umum 

Persentase Fasilitasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

 

100% 

 

0% 

 

0%  18.030.000  0 

 

0% 0 

6 Meningkatnya tertib administrasi 
pemerintahan desa 

Persentase dokumen 
administrasi pemerintahan desa 
yang ditetapkan tepat waktu 

 
100% 

 
33.33% 

 
33.33% 9.960.000 0 

 
0% 33.33 
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Tabel 3.4 
C. PENYAJIAN DATA KINERJA DALAM BENTUK 

PENGUKURAN KINERJA 
ESELON III  TRIWULAN I TAHUN 

2026 
 

No Tujuan/Sasaran Indikator Tujuan Formulasi Target Penghitungan Kinerja 
Realisasi 
Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya Kinerja 
Kecamatan 

Sinergitas Kinerja 
Kecamatan 

Hasil Penilaian Sinergitas 
Kinerja Kecamatan 

80 

Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja  
Kecamatan yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 0 

1 
Meningkatnya 
Kepuasan Masyarakat 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Tingkat 
Kecamatan 

Rata-rata Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

86 

Nilai Rata-Rata Hasil Pelaksanaan SKM 
Pada UP3 Kecamatan Kedungjajang yang di 
koordinir oleh bagian Organisasi 
Kabupaten Lumajang dengan Nomor surat 
000.8.3.4/139/427.16/2025 tentang Hasil 
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 
Semester II dan Nilai Rata-rata IKM 
Semester I dan Semester II di Kecamatan 
Kedungjajang 

0 

2 

Mengoptimalkan 
Fasilitasi dan 
Koordinasi Kecamatan 

Persentase hasil 
Fasilitasi dan 
Koordinasi yang 
ditindaklanjuti 

Jumlah hasil fasilitasi dan  
koordinasi yang ditindaklanjuti 
----------------------------------------- 

x 100% 
Jumlah fasilitasi dan koordinasi 

yang harus dilakukan 

100% 

52 Fasilitasi dan koordinasi yang 
ditindaklanjuti dibagi 61 fasilitasi dan 
koordinasi yang harus dilakukan dikali 100 
dengan hasil 55.25% 42.22% 
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 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA : 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan I (Dua)  tahun 

2026, maka baik tujuan dan sasaran masih belum mencapai target akan tetapi terdapat 

tiga program dengan tingkatan efisiensi yang baik. 

 
1. ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA 

a. Indikator Tujuan 

- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar aparatur ; 

- Adanya Evaluasi Kinerja Secara Berkala  

- Adanya kerjasama yang baik antar lintas sektor (Forkopimcam dan 

Pemerintahan Desa) atau JAGUAR (Kedungjajang Guyub, Aman dan 

Makmur) 

b. Indikator Sasaran 

- Adanya Evaluasi SOP Pelayanan Publik Secara Berkala 

- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , TPD /Korcam dan Perangkat 

Desa 

- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , dan Kelurahan 

- optimalisasi sarana dan prasarana yang sudah ada 

2. ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN

 CAPAIAN       KINERJA 

a. Indikator Tujuan 

- Keterbatasan sarana dan  prasarana secara kuantitas dan kualitas belum 

maksimal dalam mendukung pelaksanaan program  maupun kegiatan 

Kecamatan Kedungjajang 

- Kuantitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang 
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b. Indikator Sasaran 

- Keterbatasan sarana dan  prasarana secara kuantitas dan kualitas belum 

maksimal dalam mendukung pelaksanaan program  maupun kegiatan 

Kecamatan Kedungjajang 

- Kuantitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang 

- Masih belum adanya integrasi pada pelaporan aset dan keuangan di tingkat 

desa 

- Masih ada desa yang harus selalu diberikan peringatan untuk segera 

melaksanakan pelaporan administrasi Desa secara tepat waktu. 

 

3. UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN

 DALAM MENCAPAI KINERJA 

- Meningkatkan upaya penyerapan anggaran sesuai Time Schadule yang sudah di 

tentukan 

- optimalisasi sarana dan prasarana yang sudah ada  

- Mengajukan Kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan 

- Camat melalui Korcam dan TPD untuk selalu mengingatkan dan memberikan 

deadline kepada setiap Desa dalam masa pelaporan administrasi Desa 

4. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA 

Analisis atas efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja 

dengan capaian anggaran pada Triwulan IV. Analisis tersebut ditunjukkan dalam 

Lampiran
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No Sasaran Indikator Kinerja 
Kinerja Anggaran 

Efisiensi Target Realisa
si 

% Pagu (Rp.) Realisasi Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6=5/4) (7) (8) (9=8/7) (10=6-9) 
1 Terselenggaranya fasilitasi 

kebutuhan operasional kantor 
Persentase pemenuhan 
fasilitasi kebutuhan 
operasional perkantoran 

 
100% 22.47% 22.47%  1.939.575.859   404.917.538   20.88% 1.59 

2 Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan Pelayanan publik 
Kecamatan 

Indeks Pelayanan Publik  
65 0 0%  4.561.400,00  0 0% 0 

3 Meningkatnya Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga 

kemasyarakatan 
desa/kelurahan dan ormas 
yang aktif  

 
 

99.81% 95.58% 95.76%  44.571.700   13.311.700  29.87% 65.89 

4. Meningkatnya  penyelenggaraan 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum  

Persentase  gangguan 
Ketentraman dan Ketertiban 
Umum yang ditindaklanjuti 

 
100% 0% 0% 7.200.000 0 0% 0 

5 Meningkatnya fasilitasi 
penyelenggaraan pemerintahan 
umum 

Persentase Fasilitasi 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

 

100% 

 

0% 

 

0%  18.030.000  0 

 

0% 0 

6 Meningkatnya tertib administrasi 
pemerintahan desa 

Persentase dokumen 
administrasi pemerintahan desa 
yang ditetapkan tepat waktu 

 
100% 

 
33.33% 

 
33.33% 9.960.000 0 

 
0% 33.33 
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5. ANALISIS PROGRAM YANG PENUNJANG KEBERHASILAN 
 

 
NO 

 
PROGRAM 

 
INDIKATOR 

 
CAPAIAN 

 
KETERANGAN 

 

1 
Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/kota 

Persentase pemenuhan 
fasilitasi 
kebutuhan 
operasional 
perkantoran 

22.47% 

 

Belum mencapai Terget 

 
 

2 
Program 
Penyelenggaraa
n Pemerintahan 
dan Pelayanan 
Publik 

Indeks Pelayanan 
Publik 

0 

 

Belum mencapai Terget 

 

3 
Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan  
Kelurahan 

Persentase lembaga 
kemasyarakatan 
desa/kelurahan dan 
ormas yang aktif  

95.76% 

 

Belum mencapai Terget 

4. Program Koordinasi 
Ketentraman Dan 
Ketertiban Umum 

Persentase  
gangguan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
yang ditindaklanjuti 

100% 

Belum mencapai Terget 

 

5 

Program 
Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
Umum 

Persentase 
Fasilitasi 
Penyelenggaraa
n Urusan 
Pemerintahan 
Umum 

0% 

 

 

Belum mencapai Terget 

 
6 

Program 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan 
Desa 

Persentase dokumen 
administrasi 
pemerintahan desa 
yang ditetapkan tepat 
waktu 

0% 

 

 Belum mencapai Terget 



Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 
 

 

.. 

6. REALISASI ANGGARAN 

Akuntabilitas keuangan Triwulan I  tahun 2026 

merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator 

keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, 

pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil 

pengukuran kinerja keuangan. Kegiatan-kegiatan,  jumlah  dana, 

dan pengeluaran dana yang dilakukan Kecamatan Kedungjajang 

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran 

periode Bulan September sebagaimana Terlampir : 
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BAB IV  
PENUTUP 

 
Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjajang Triwulan I Tahun 2026 

merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah yang 

ditetapkan lima tahunan, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Secara umum Kecamatan Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan dalam rangka pencapaian sasaran  dan tujuan strategis. 

Pencapaian sasaran dalam triwulan I  tahun  2026 sebagai tolak ukur dalam 

pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029. 

Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Kedungjajang Tahun 2026 ini 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja 

yang akan dilaksanakan triwulan berikutnya. Laporan kinerja triwulanan ini 

masih jauh dari kesempurnaan, oleh  sebab  itu saran dan masukan demi 

perbaikan penyusunan pada periode berikutnya sangat kami harapkan. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajan
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DOKUMENTASI KEGIATAN 

NO. DOKUMENTASI KEGIATAN KETERANGAN 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apel rutin setiap pagi 

2 

 

15 Januari 2026 

Giat Lomba MTQ Tingkat 

Kecamatan Tahun 2026  

3 

 

 

21 Oktober 2025 

Kegiatan Pramusyawarah 
Perencanaan Pembangunan 

(Pramusrenbang) sebagai bagian 
dari tahapan perencanaan 

pembangunan 

4 

 

 

05 Februari 2026 

Kegiatan Pembukaan 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) 
RKPD Tahun 2027 
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06 Februari 2026 

Peninjauan Air bersih di Sumber 
Mrutu yg berada di Dusun Mrutu 

Desa Pandansari dan desa 
sawaran kulon dalam rangka 

mendukung program pemerintah 
dalam penyediaan Sanitasi air 

bersih yg layak dan berkualitas. 

6 

 

 

12 Februari 2026 

Kegiatan Kerja Bakti dalam rangka 

Gerakan Asri (Aman Sehat Resik 

Indah) di SD Pandansari 1 

7 

 

 

21 Februari 2026 

Kegiatan emasangan banner 
sebagai upaya menghimbau 
masyarakat sekitar agar tidak 

melintasi jembatan ketika banjir. 

8 

 

 

25 Februari 2026 

Penyaluran Bantuan Sosial PKH 
Plus Jatim 

9 

 

 

26 Februari 2026 

Kegiatan Safari Ramadhan dan 
During bersama Forkompimca, 

Kepala KUA Kedungjajang, Ketua 
MWCNU Kecamatan 

Kedungjajang, Ketua MUI 
Kecamatan Kedungjajang dan 
Kepala Desa se Kecamatan 

Kedungjajang 
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28 Februari 2026 

Jum'at Keliling dalam rangka 
Safari Ramadhan, bersama 
Kapolres Lumajang beserta 
jajaran, serta Forkopimcam 

Kedungjajang. 

11 

 

04 Marret 2026 

Pembinaan dan Monitoring 
Terpadu dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Lumajang 

12 

 

 

05 Maret 2026 

Kegiatan Safari Ramadhan dan 
During bersama Firkopimca, 
Kepala KUA, Ketua MWCNU 

Kecamatan Kedungjajang, Ketua 
MUI Kedungjajang dan Kepala 

Desa Grobogan 
 

13 

 

 

17 Maret 2026 

Penerimahan Penghargaan 

ANUGERAH PANGRIPTA ARYA 

WIRARAJA 2026 sebagai Terbaik ke-

1 dalam kategori Penyelenggara 

musrenbang RKPD Kabupaten 

Lumajang di Kecamatan Tahun 

2027. 

14 

 

 

20 Maret 2026 

Giat Mabar dengan tema 
pengamanan malam takbiran idul 

Fitri 1447 H 

 
 







Fasilitasi dan Koordinasi 
yang ditindaklanjuti

Fasilitasi dan Koordinasi 
yang tidak ditindaklanjuti

1
Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan 
Perdes Kewenangan Desa.

- 

2
Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan 
Perdes RKPDes;

- 

3
Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan 
Perdes Perubahan RKPDes;

 -

4
Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan 
Raperdes APBDes;

- 

5
Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan 
Raperdes Perubahan APBDes;

 -

6
Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan 
Perdes LPMD;

- 

7
Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan 
Desa;

- 

8 Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk; - 

9 Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan;  -

10 Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;  -

11 Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya. - 

12 Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes) - 

13
Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA 
& RAK)

- 

14 Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa - 

15
Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa 
(Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)

- 

16
Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ 
Realisasi APBDes)

 -

17
Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades/ Perangkat 
Desa dan Pelaksanaan Pilkades

- 

18 Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD - 

19
Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam 
Musdes;

- 

20
Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan 
Musrenbangdes;

 -

21
Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan 
Musrenbangcam

 -

22
Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan 
Penyusunan RKPDes 

 -

23 Pembinaan LINMAS - 

24 Monev Trantibum - 

Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Kedungjajang sesuai IKU
Tahun 2026 TW I

NO Fasilitasi dan Koordinasi



25 Fasilitasi Musdes yang partisipatif; - 

26 Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;  -

27 Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif  -

28 Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif  -

29
Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang 
partisipatif

 -

30
Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan 
masyarakat Desa dalam Musrenbangdes

 -

31
Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan 
masyarakat Desa dalam Musrenbangcam

 -

32
Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan 
masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes 

- 

33
Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan 
masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes

 -

34 Fasilitasi Pengajuan Santunan Kematian  -

35 Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik - 

36
Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan 
Kepegawaian

- 

37 Fasilitasi Penyusunan RKPDes  partisipatif - 

38 Fasiltasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja  -

39 Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran  -

40 Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan  -

41
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

 -

42
Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian 
perangkat  Desa

 -

43 Koordinasi Pendampingan Desa - 

44
Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan 
Musrenbangdes;

- 

45 Koordinasi yang di lakukan oleh Forkopimcam - -

45 Faskor 21 Faskor 23 Faskor



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


 
 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 
KECAMATAN KEDUNGJAJANG 

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp.(0334) 441430 

KEDUNGJAJANG – 67358 
 

 
KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGJAJANG 

NOMOR: 100.3.3.7/15/427.96/2026  

 
TENTANG 

 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA WONOREJO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2026 

 
CAMAT KEDUNGJAJANG, 

 

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan 

Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan 

Desa lainnya; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 

Anggaran 2026, dengan Keputusan Camat. 
 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kabupaten 

Dalam Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024; 
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2026; 
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua 



 
 

kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah, 

11. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2026; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak 

Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  81 Tahun 2015 

Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Nomor 66 Tahun 2017;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 

Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;  
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa;  
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa; 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  1 Tahun 2017 
tentang Penataan Desa ; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Adat Desa; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa; 
26. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan 

Masyarakat Desa; 
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.7/ Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah 

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 /PMK.07 /2020; 

 



 
 

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, 

Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang 

dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha 
Milik Desa Bersama 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Pos pelayanan terpadu; 
31. Peraturan Menteri keuangan Nomor 7 Tahun 2026 

Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 

2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026;  
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Perangkat Desa;  

35. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa; 

36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Badan Permusyawaratan Desa; 
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa; 

38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

39. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa; 

40. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Lumajang Nomor 31 Tahun 2024; 
41. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di 

Desa; 
42. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 
 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan  : 
KESATU   :  Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wonorejo tentang 

Perubahan atas Peraturan Desa Wonorejo Nomor 10 Tahun 

2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran 

Keputusan ini. 

 



 
 

KEDUA  :  Kepala Desa bersama BPD segera melakukan 
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan 

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu 
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tercantum pada 

lampiran Keputusan ini. 

 

KETIGA   :  Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil 
evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan 

menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan 
oleh Camat. 

 

KEEMPAT    :  Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Perubahan sebagaimana dimaksud pada 

diktum Kesatu sah apabila memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

KELIMA  :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
 Ditetapkan di Kedungjajang 

  pada tanggal 30 Maret 2026 
 

CAMAT KEDUNGJAJANG 

 

 
 

SAMSUL NURUL HUDA, SE  

NIP. 19830608 201001 1 034 

 
SALINAN Keputusan ini disampaikan  

Kepada Yth:  

1. Bupati Lumajang.  
2. Inspektur Kab. Lumajang. 

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang. 

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lumajang 
5. Kepala Desa yang bersangkutan. 

 

 



 
 

 LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGJAJANG 
NOMOR    : 100.3.3.7/15/427.96/2026  

TENTANG : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA 

WONOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 

 

 

LEMBAR EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA WONOREJO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026 

 

NO. ASPEK/KOMPONEN PERIKSA KESESUAIAN 

ALAT VERIFIKASI KET YA TIDAK 

1. Aspek Administrasi dan Legalitas 

1.1 Apakah semua dokumen evaluasi 

telah diterima dari desa secara 
lengkap sesuai lembar pemeriksaaan 

dokumen evaluasi sebagaimana 

tercantum pada lampiran II 

    

1.2 Apakah pengajuan Raperdes tentang 
APBDes perubahan dilakukan tepat 

waktu 

  Keputusan hasil musyawarah BPD 
pembahasan dan penyepakatan 

Raperdes tentang APBDes 

Berdasarkan Permendagri 20 
Tahun 2018 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan desa 

dan 3 hari setelah disepakati 
bersama, Raperdes tentang 

APBDes harus diajukan kepada 

Bupati/Camat untuk di 
Evaluasi   

1.3 Apakah BPD telah menyepakati 

Raperdes tentang APBDes  

  Keputusan hasil musyawarah BPD 

pembahasan dan penyepakatan 

Raperdes tentang  APBDes  

 

 

 

 



 
 

2. Aspek Kebijakan dan Struktur 
APBDes  

    

2.1 Umum      

2.1.1 Apakah Raperdes tentang APBDes 

disusun berdasarkan RKPDes 
Perubahan tahun berkenaan 

  RKPDes Perubahan tahun 

berkenaan 

 

2.1.2 Apakah penempatan pos pendapatan 

telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

  Permendagri 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa dan Perbup 59 
Tahun 2018 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan desa, 

 

 

2.2 Pendapatan     

2.2.1 Apakah estimasi pendapatan rasional 

dan realistis 

    

2.2.2 Apakah estimasi pendapatan desa 
yang bersumber dari PAD rasional 

dan realistis serta didapatkan secara 

legal dan telah diatur dalam perdes 

  Perdes terkait PAD ( Misal : Perdes 
TKD, Pungutan, dll ) 

 

2.2.3 Apakah estimasi pendapatan desa 
yang bersumber dari dana desa 

rasional dan realistis 

    

 

2.3 Belanja      

2.3.1 Apakah penempatan pos belanja 

telah  sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan  

  Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 

Tentang Rincian anggaran 
pendapatan dan belanja negara 

tahun anggaran 2025 

Pastikan terdapat alokasi 

anggaran untuk program 

pioritas  nasional dan daerah  

2.3.2 Semua kegiatan belanja desa telah 

sesuai dengan kewenangan desa 
sebagaimana tercantum pada 

  Peraturan Bupati Lumajang Nomor 

25 Tahun 2018 tentang Daftar 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

 



 
 

lampiran III Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa. 

2.3.3 Apakah ada program/kegiatan yang 

dilakukan lebih dari 1 tahun 

anggaran (multiyear)  

- -   

2.3.4 Apakah belanja desa yang ditetapkan 

dalam APBDes paling banyak 30% 

dipergunakan untuk : 
1. Siltap dan tunjangan Kades dan 

perangkat desa 

2. Tunjangan dan operasional BPD 

    

2.3.5 Siltap, tunjangan dan operasional 
untuk Kades dan perangkat desa 

sesuai yang ditetapkan dalam Perbup 

  1. Perbup 59 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa  

2. Perbup 75 Tahun 2018 tentang 
siltap dan tunjangan lainnya 

telah diuah dengan sebagaimana 

telah diubah kedua kalinya 
dengan Perbup 9 Tahun 2025 

 

2.3.6 Besaran tunjangan dan operasional 

untuk anggota BPD, serta insentif 

RT/RW dianggarkan sesuai yang 
ditetapkan dalam Perbup 

  Perbup 59 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa 

 

2.3.7 Alokasi belanja dengan output yang 

akan dihasilkan logis karena telah 
memperhitungkan tingkat kemahalan 

dan geografis ( HPS ) 

  Perbup tentang Standar Biaya Dan 

Standar Harga Satuan Barang 
Tahun berkenaan  

 

Kesimpulan penilaian struktur APBDes bagian belanja  : 

Catatan :  

2.4 Pembiayaan      

2.4.1 Apakah penempatan pos pembiayaan 

telah sesuai dengan peraturan 

    



 
 

perundang-undangan 

2.4.2 Apakah ada pos pengeluaran 
pembiayaan untuk pembentukan 

dana cadangan  

- - Permendagri 20 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa  

 

2.4.3 Apakah pembentukan dana 
cadangan telah ditetapkan dengan 

perdes 

- - Permendagri 20 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa dan Perdes tentang 

dana cadangan 

 

2.4.4 Apakah ada pos pengeluaran 
pembiayaan untuk penyertaan modal 

pada BUMDes 

- - Permendagri 20 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa 

 

2.4.5 Apakah penyertaan modal pada 
BUMDes telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan 

ditetapkan melalui perdes dan 
memenuhi nilai kelayakan usaha  

- - Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 

Tentang Badan Usaha Milik Desa,  
 

 

2.4.6 Pada evaluasi APBDes pada pos 

penerimaan pembiayaan terdapat 

SILPA tahun anggaran sebelumnya 

    

2.4.7 Pada evalusi APBDes, apakah SILPA 

tahun sebelumnya telah digunakan 

seluruhnya. 

   Add silpa untuk pengadaan 

kursi pimpinan, perawatan 

kantor desa dan untuk musdes 
persiapan penetapan BPD 

Kesimpulan penilaian struktur APBDes bagian pembiayaan 

 

2.5 
 

Teknik Penulisan Produk Hukum 
Desa 

    

2.5.1 Konsideran menimbang   Permendagri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis 

Peraturan di Desa Peraturan Bupati 
Nomor 42 Tahun 2017 Pedoman 

Penyusunan Peraturan Di Desa 

 



 
 

2.5.2 Konsideran mengingat      

2.5.3 Sistematika penyusunan     

2.5,4 Kaidah penulisan     

2.5.5 Pengundangan     

Kesimpulan Teknik Penulisan Produk Hukum Desa 

Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi : 

 

 

CAMAT KEDUNGJAJANG 
 

 

 

SAMSUL NURUL HUDA, SE  
NIP. 19830608 201001 1 034 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGJAJANG 
NOMOR   : 100.3.3.7/15/427.96/2026  

TENTANG: HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA 

WONOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026 

 

DOKUMEN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026  
 

 
No 

AGENDA DOKUMEN EVALUASI KELENGKAPAN 

ADA TIDAK  

ADA 

1 pembentukan Tim Penyusun APBDes oleh Kepala Desa 
     

Keputusan Kepala Desa 
tentang Tim    Penyusun 

APBDes 

  

2 Musyawarah penyusunan APBDes Perubahan berdasarkan RKPDes oleh Tim 

Penyusun 
 

1. surat undangan    

2. daftar hadir   

3. berita acara   

4. notulen   

5. Foto dokumentasi    

6. Rancangan  APBDes.    

3 Penyampaian RAPBDes kepada Kepala Desa oleh Sekretaris Desa atas Nama 

Tim Penyusun 

Rancangan APBDes.  

 

  

4 penyampaian RAPBDes Perubahan dari kepala desa kepada BPD dalam 
musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD secara terbuka.  

1. surat undangan    

2. daftar hadir   

3. berita acara serah terima 

dari Kades kepada BPD 

  

4. notulen   

5. Foto dokumentasi    

6. Rancangan  APBDes.    

5 BPD melakukan pembahasan RAPBDes Perubahan dalam musyawarah  BPD 

secara tertutup oleh BPD 

1. surat undangan    

2. daftar hadir   

3. berita acara   



 
 

4. notulen   

5. Foto dokumentasi    

6 BPD menyepakati (tanpa revisi atau dengan revisi) atau menolak (dengan 

alasan) RAPBDes Perubahan dalam musyawarah BPD secara terbuka. 

 

1. surat undangan    

2. daftar hadir   

3. berita acara   . 

4. notulen   

5. Foto dokumentasi    

 

 
CAMAT KEDUNGJAJANG 

 

 

 
SAMSUL NURUL HUDA, SE  

NIP. 19830608 201001 1 034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                           LAMPIRAN III KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGJAJANG 
 NOMOR  : 100.3.3.7/15/427.96/2026  

TENTANG : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA WONOREJO TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026 
 

TABEL 1 

PEMERIKSAAN KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA DENGAN  

PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

No JENIS  URAIAN  DIGUNAKAN 

UNTUK BELANJA  

SESUAI TIDAK CATATAN 

PENGAWASAN & 

PERSENTASE 

1 hasil usaha Hasil BUM Desa. pengadaan kursi 

pimpinan, 

  Sejumlah : Rp. 

817.000 

2 hasil aset  a. pengelolaan tanah kas Desa; 

b. tambatan perahu; 
c. pasar Desa; 

d. tempat pemandian umum; 

e. jaringan irigasi desa; 
f. pelelangan ikan milik desa 

g. kios milik desa;  

h. pemanfaatan 
lapangan/prasarana 

olahraga milik desa;dan  

i. hasil aset lainnya sesuai 

dengan kewenangan 
berdasarkan hak asal-usul 

dan kewenangan local 

berskala Desa.   

Siltap dan 

tunjangan kades 
dan perangkat 

desa  

  Sejumlah : Rp. 

215.000.000 dari 
pengelolaan tanah 

kas Desa 

3 Swadaya, partisipasi dan 

gotong royong 

penerimaan yang berasal dari 

sumbangan masyarakat Desa. 

 

nihil nihil nihil nihil 

4 Lain-lain pendapatan asli desa  
 

pungutan Desa nihil nihil nihil nihil 



 
 

 
TABEL 2 

PEMERIKSAAN KESESUAIAN PROGRAM YANG BERSUMBER DARI DANA DESA DENGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL ATAS 
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026  

No PRIORITAS FOKUS DANA DESA BENTUK/KEGIATAN UTAMA KEGIATAN 

DALAM 

RKPDES/APBDES 

SESUAI TIDAK CATATAN 

PENGAWASAN & 

PERSENTASE 

1 Penanganan Kemiskinan Ekstrem 

(BLT Desa) 

BLT Desa maksimal 

Rp300.000/KPM/bulan 

(maks. 3 bulan) 
Wajib Musdes + SK Kades; 

berbasis Data Pemerintah 

BLT Desa   Besaran dana desa 

untuk BLT DD 

adalah 19,28 % dari 
dana desa TA 2026 

2 Desa Berketahanan Iklim & 

Tangguh Bencana 

Mitigasi bencana, 

pengelolaan sampah, 
lingkungan 

Swakelola/PKTD; sesuai 

kewenangan desa 

   1. Diaplikasikan 

melalui kegiatan 
mitigasi bencana 

2. Besaran dana 

desa untuk 
kegiatan tersebut  

adalah 3,73 % 

dari dana desa TA 
2026 

3 Layanan Dasar Kesehatan Skala 

Desa 

Stunting, pos kesehatan, 

TBC, kesehatan jiwa 

Sasaran jelas;  
 

   1. Diaplikasikan 

melalui posyandu 

gerbangmas dan 
dukungan logistic 

polindes  

2. Besaran dana 
desa untuk 

kegiatan tersebut  

adalah 53,10 % 
dari dana desa TA 

2026 



 
 

4 Ketahanan Pangan & Lumbung 
Pangan/Energi 

Pekarangan pangan, 
lumbung desa, biogas 

Tidak boleh beli lahan; 

rawan pemeriksaan 

   1. Diaplikasikan 
melalui kegiatan 

pembangunan 

jalan usaha tani  

2. Besaran dana 
desa untuk 

kegiatan tersebut  

adalah 3,75 % 
dari dana desa TA 

2026 

5 Dukungan Implementasi Koperasi 
Desa Merah Putih 

Pembangunan gerai, gudang, 
kelengkapan koperasi 

Dialokasikan melalui 

Perubahan APBDes 

   Besaran dana desa 
untuk kegiatan 

tersebut  adalah 

58,03 % dari dana 

desa TA 2026 

6 Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Infrastruktur produktif 

berbasis swakelola 

Upah ≥50% dari biaya 
kegiatan 

   Besaran dana desa 

Besaran dana desa 

untuk kegiatan 
tersebut  adalah 

0,80 % dari dana 

desa TA 2026 

7 Infrastruktur Digital & Teknologi 
Desa 

Internet desa, listrik 
alternatif, website desa 

Prioritas desa blank spot 

   1. Diaplikasikan 
melalui kegiatan 

pembangunan 

wifi dusun  
2. Besaran dana 

desa untuk 

kegiatan tersebut 
adalah 5,62 %  

8 Sektor Prioritas Lainnya / Potensi 

Desa :  

1. pembangunan jalan 

rabat beton di RT 8 RW 

3 Dusun Krajan 
Sejumlah Rp.52.189.500 

   Besaran dana desa 

untuk kegiatan 

tersebut  adalah 
52,45  % 



 
 

2.  penyelenggaraan 
informasi publik desa 

Sejumlah Rp.1.500.000 

3.  Dukungan 

penyelenggaraan PAUD 
berupa pengadaan KPE 

Sejumlah Rp.7.700.000 

9 Dana Operasional Pemerintah 
Desa 

Koordinasi & kegiatan 
penunjang tugas 

Maksimal 3%;  

-  - Besaran dana desa 
untuk kegiatan 

tersebut  adalah 3  

% 

 
TABEL 3 

PEMERIKSAAN KESESUAIAN PROGRAM YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 11 

TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN 
BUPATI LUMAJANG NOMOR 8 TAHUN 2025 

No ALOKASI 

DANA DESA 

KEGIATAN DALAM 

RKPDES/APBDES 

SESUAI TIDAK CATATAN PENGAWASAN & PERSENTASE 

1 SILTAP  penghasilan tetap Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 

   

2 NON SILTAP Tunjangan BPD;    

Insentif RT/RW;    

Jaminan social ketenagakerjaan bagi 
: 

1) Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

2) anggota BPD; 
3) Ketua RW dan Ketua RT 

  A.  Jaminan Kecelakaan Kerja, 
B.  Jaminan Kematian, 

 

Operasional BPD;    

Operasional Pemerintah Desa    

Pembinaan kemasyarakatan desa.    



 
 

TABEL 4 
PEMERIKSAAN KESESUAIAN PROGRAM KEGIATAN YANG BERUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA DARI APBD 

PROVINSI/KABUPATEN 

No PROGRAM BENTUK/KEGIATAN UTAMA KEGIATAN 

DALAM RKPDES/ 
APBDES 

SESUAI TIDAK CATATAN 

PENGAWASAN & 
PERSENTASE 

1 Pembangunan 

sarana dan 
prasarana 

pemukiman 

TPT Di RT 28 RW 11 S/D RT 30 RW 12 Dusun 

Curahlengkong 

ada   anggaran 

Rp.200.000.000 

2 TPT RT 18 S/D RT 19 RW 7 Dusun wetan 

sepuran 

ada   anggaran 

Rp.200.000.000 

3 Pembangunan Drainase Di RT 8 RW 3 Dusun 

Krajan  

ada   anggaran 

Rp.150.000.000 

4 Pembangunan balai pertemuan Di RT 34 RW 

13 Dusun Krajan 

ada   anggaran 

Rp.102.500.000 

5 Rehab bangunan pos kamling Di RT 34 RW 13 

Dusun Krajan 

ada   anggaran 

Rp.50.000.000 

 

TABEL 5 

PEMERIKSAAN KESESUAIAN PROGRAM KEGIATAN YANG BERUMBER DARI BHR/P 

No DIGUNAKAN UNTUK BELANJA JUMLAH 

Rp 

SESUAI TIDAK CATATAN PENGAWASAN & 

PERSENTASE 

1 Operasional Pemerintah Desa  

163.510.763 

 

 
 
 

  

2 Peningkatan kapasitas aparatur desa     

3 Penyediaan sarana perkantoran   

4 Sosialisasi PBB PP   

 

TABEL 6 

PEMERIKSAAN KESESUAIAN PROGRAM KEGIATAN YANG BERUMBER DARI KELOMPOK PENDAPATAN LAIN-LAIN 

No URAIAN  JUMLAH  

Rp. 

DIGUNAKAN UNTUK 

BELANJA  

SESUAI TIDAK CATATAN PENGAWASAN & 

PERSENTASE 

1 penerimaan dari hasil kerja 
sama antar Desa; 

nihil Nihil nihil Nihil nihil 



 
 

2 penerimaan dari hasil 
kerjasama desa dengan pihak 

ketiga; 

nihil Nihil nihil Nihil nihil 

3 penerimaan dari bantuan 

perusahaan yang berlokasi di 
desa; 

nihil Nihil nihil Nihil nihil 

4 hibah dan sumbangan dari 

pihak ketiga; 

nihil Nihil nihil Nihil nihil 

5 koreksi kesalahan belanja 
tahun-tahun anggaran 

sebelumnya yang 

mengakibatkan penerimaan 
di kas Desa 

pada tahun anggaran 

berjalan; 

nihil Nihil nihil Nihil nihil 

6 bunga bank;  nihil nihil nihil nihil nihil 

7 lain-lain pendapatan Desa 

yang sah 

nihil nihil nihil nihil nihil 

 
 

CAMAT KEDUNGJAJANG 

 
 

 

SAMSUL NURUL HUDA, SE 

NIP. 19830608 201001 1 034 

























NO DESA ADA TIDAK ADA TEPAT WAKTU TIDAK TEPAT WAKTU KET.

1 PANDANSARI √ √ 24 February 2026

2 KRASAK √ √ 11 March 2026

3 KEDUNGJAJANG √ √ 24 February 2026

4 WONOREJO √ √ 11 March 2026

5 UMBUL √ √ 24 February 2026

6 CURAHPETUNG √ √ 11 March 2026

7 GROBOGAN √ √ 11 March 2026

8 BENCE √ √ 24 February 2026

9 JATISARI √ √ 11 March 2026

10 TEMPURSARI √ √ 24 February 2026

11 BANDARAN √ √ 24 February 2026

12 SAWARAN KULON √ √ 11 March 2026

NO DESA ADA TIDAK ADA TEPAT WAKTU TIDAK TEPAT WAKTU KET.

1 PANDANSARI √ √ 24 February 2026

2 KRASAK √ √ 11 March 2026

3 KEDUNGJAJANG √ √ 24 February 2026

4 WONOREJO √ √ 11 March 2026

5 UMBUL √ √ 24 February 2026

6 CURAHPETUNG √ √ 11 March 2026

7 GROBOGAN √ √ 11 March 2026

8 BENCE √ √ 11 March 2026

9 JATISARI √ √ 11 March 2026

10 TEMPURSARI √ √ 24 February 2026

11 BANDARAN √ √ 24 February 2026

12 SAWARAN KULON √ √ 11 March 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI PEMERINTAHAN

Realisasi APBDesa TA 2025 (31 MARET 2026) 

LPPDes TA 2025 (31 MARET 2026)

Kedungjajang, 30 Maret 2026
CAMAT KEDUNGJAJANG

SAMSUL NURUL HUDA, S.E.
NIP. 198306082010011034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430
E-mail :  kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id
Laman: https://kedungjajang.lumajangkab.go.id

Lumajang, 11 Maret 2026

Yth. Bupati Lumajang
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa

di
   LUMAJANG

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 000.5.3.1/18/427.96/2026

No
.

Naskah Dinas/Barang
yang Dikirimkan

Banyaknya Keterangan

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (LPPDesa) Tahun 2025 terdiri dari
Desa sebagai Berikut :
1. Desa Krasak
2. Desa Wonorejo
3. Desa Curahpetung
4. Desa Grobogan
5. Desa Bence
6. Desa Jatisari
7. Desa Sawaran Kulon

7 File Dikirim  untuk
menjadikan
periksa

Camat Kedungjajang,

${ttd}

SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430
E-mail :  kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id
Laman: https://kedungjajang.lumajangkab.go.id

Lumajang, 24 Februari 2026

Yth. Bupati Lumajang
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa

di
   LUMAJANG

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 000.5.3.1/7/427.96/2026

No
.

Naskah Dinas/Barang
yang Dikirimkan

Banyaknya Keterangan

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (LPPDesa) Tahun 2025 terdiri dari
Desa sebagai Berikut :
1. Desa Pandansari
2. Desa kedungjajang
3. Desa Umbul
4. Desa Tempursari
5. Desa Bandaran

1 File
1 File
1 File
1 File
1 File

Dikirim  untuk
menjadikan
periksa

Camat Kedungjajang,

${ttd}

SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430
E-mail :  kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id
Laman: https://kedungjajang.lumajangkab.go.id

Lumajang, 11 Maret 2026

Yth. Bupati Lumajang
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa

di
   LUMAJANG

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 000.5.3.1/30/427.96/2026

No
.

Naskah Dinas/Barang
yang Dikirimkan

Banyaknya Keterangan

1. Perdes Realisasi APBDesa Tahun 2025
terdiri dari Desa sebagai Berikut :
1. Desa Krasak
2. Desa Wonorejo
3. Desa Curahpetung
4. Desa Grobogan
5. Desa Jatisari
6. Desa Sawaran Kulon

1 Pdf
1 Pdf
1 Pdf
1 Pdf
1 Pdf
1 Pdf

Dikirim  untuk
diklarifikasi

Camat Kedungjajang,

${ttd}

SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430
E-mail :  kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id
Laman: https://kedungjajang.lumajangkab.go.id

Lumajang, 24 Februari 2026

Yth. Bupati Lumajang
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa

di
   LUMAJANG

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 000.5.3.1/6/427.96/2026

No
.

Naskah Dinas/Barang
yang Dikirimkan

Banyaknya Keterangan

1. Perdes Realisasi APBDesa Tahun 2025
terdiri dari Desa sebagai Berikut :
1. Desa Pandansari
2. Desa kedungjajang
3. Desa Umbul
4. Desa Bence
5. Desa Tempursari
6. Desa Bandaran

1 Pdf
1 Pdf
1 Pdf
1 Pdf
1 Pdf
1 Pdf

Dikirim  untuk
diklarifikasi

Camat Kedungjajang,

${ttd}

SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

KECAMATAN KEDUNGJAJANG 
Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430 

E-mail :  kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id  

LUMAJANG- 67358 

 
 

SURAT KETERANGAN  
 

NOMOR : 000.1.10.2/ 265 /427.96/2026 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : SAMSUL NURUL HUDA, SE  
Jabatan  : Camat Kedungjajang 

Dengan ini menerangkan bahwa: 

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari seluruh wilayah desa di Kecamatan 
Kedungjajang, dapat disampaikan bahwa: 

Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kejadian di daerah 
rawan bencana di wilayah Kecamatan Kedungjajang selama bulan Januari sampai 
dengan Maret Tahun 2026 dinyatakan NIHIL (tidak ada kejadian). 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

 
 
 
 Lumajang, 31 Maret 2026 

 
CAMAT KEDUNGJAJANG 

 

  
 
 
 

 

 SAMSUL NURUL HUDA, SE 
NIP. 19830608 201001 1 034 

 

 
 

mailto:kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id


DATA GANGGUAN KEAMANAN, KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

PERIODE JANUARI S/D MARET 2026
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

NO. JENIS GANGGUAN KETERANGAN

DESA P
ANDANSARI

DESA K
RASAK

DESA K
EDUNGJAJANG

DESA W
ONOREJO

DESA U
M

BUL

DESA C
URAHPETUNG

DESA G
ROBOGAN

DESA B
ENCE

DESA J
ATIS

ARI

DESA T
EM

PURSARI

DESA B
ANDARAN

DESA S
AW

ARAN K
ULO

N
JUMLAH

KEJADIAN

MENURUT

 JENIS

GANGGUAN

1 CURAS
Pencurian dengan kekerasan, pencurian yang 

didahului, disertai atau diikuti dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 CURAT Pencurian dengan pemberatan, pencurian 

dengan adanya kekerasan atau ancaman 

kekerasan terhadap orang di dalam 

melakukan pencurian.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 CURANMOR
Pencurian kendaraan bermotor, pencurian 

dengan obyek khusus kendaraan bermotor.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 CURWAN Pencurian Hewan, pencurian dengan obyek 

khusus Hewan.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 FIDUSIA Pengalihan hak kepemilikan suatu benda 

atas dasar kepercayaan dengan ketentuan 

bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan 

pemilik benda.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 MIRAS
Minuman Keras, penjualan, distribusi, dan 

konsumsi minuman yang mengandung lebih 

dari satu persen alkohol.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 NARKOBA
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



8 JUDI Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta 

dalam permainan dengan tujuan 

mendapatkan sejumlah uang atau harta yang 

lebih besar dari jumlah uang atau harta 

semula.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 ZINA melakukan persetubuhan dengan orang yang 

bukan suami atau istrinya
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 CABUL perbuatan yang melanggar kesusilaan atau 

kesopanan, atau dapat pula merupakan 

suatu perbuatan keji yang masuk dalam 

lingkungan nafsu birahi.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 PERKOSAAN kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang bersetubuh di luar 

perkawinan.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 PROSTITUSI Pemanfaatan seseorang dalam aktivitas 

seks untuk suatu imbalan.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 LOKALISASI
tempat pelacuran/prostitusi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 UU ITE & VIDIO ASUSILA Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

video atau informasi yang melanggar 

kesusilaan.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 KDRT
Perbuatan terhadap seseorang terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 ANIRAT Penganiayaan berat yang berakibat luka 

berat dan mati.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 ANIRING
Penganiayaan ringan berupa bukan 

penganiayaan berencana, bukan 

penganiayaan yang dilakukan terhadap 

ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, 

memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, 

serta tidak menimbulkan penyakit maupun 

halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan 

pencaharian.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 PEMBUNUHAN Merampas (menghilangkan) nyawa orang 

lain.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 TAMBANG ILEGAL
Penambangan atau penggalian yang 

dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan 

tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan 

prinsip prinsip penambangan yang baik dan 

benar.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 TEMU BAYI Penemuan bayi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 TEMU MAYAT
Penemuan mayat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



JUMLAH GANGGUAN PERDESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Pengisian data pada formulir harus sesuai dengan data & kejadian sebenarnya.

Lumajang, 31 Maret 2026

Mengetahui,
CAMAT KEDUNGJAJANG

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034



DATA DAERAH RAWAN BENCANA
KABUPATEN LUMAJANG

PERIODE JANUARI S/D MARET 2026
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

NO. JENIS BENCANA

DESA P
ANDANSARI

DESA K
RASAK

DESA K
EDUNGJA

JA
NG

DESA W
ONOREJO

DESA U
MBUL

DESA C
URAHPETUNG

DESA G
ROBOGAN

DESA B
ENCE

DESA JA
TIS

ARI

DESA T
EMPURSARI

DESA B
ANDARAN

DESA S
AW

ARAN K
ULON

JUMLAH
KEJADIAN

1 KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 KEBAKARAN PEMUKIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 KEBAKARAN DUNIA USAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 KEBAKARAN KENDARAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 KEBAKARAN LIMBAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 GUNUNG MELETUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 TANAH LONGSOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 BANJIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



9 KEKERINGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 ANGIN PUTING BELIUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 GEMPA BUMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 TSUNAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Pengisian data pada formulir harus sesuai dengan data & kejadian sebenarnya.

Lumajang, 31 Maret 2026

Mengetahui,
CAMAT KEDUNGJAJANG

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430
E-mail :  kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id
Laman: https://kedungjajang.lumajangkab.go.id

Lumajang, 6 Februari 2026

Nomor : 400.10.2.2/12/427.96/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Pemberhentian 

Perangkat Desa Desa Tempursari

Yth. Bupati Lumajang
cq. Kepala DPMD Kab. Lumajang

di
    LUMAJANG

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Tempursari Nomor : 140/10/427.96.10/2026

tanggal 04 Februari 2026 perihal permohonan Persetujuan rekomendasi pemberhentian

perangkat desa, maka dapat kami laporkan bahwa :

a. proses pemberhentian perangkat Desa Tempursari pada jabatan Kasun Ketindan

Sdr. SUUD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016

tentang Perangkat Desa. 

b. tahapan konsultasi  Kepala Desa kepada kami terkait  pemberhentian perangkat

desa Kasun Ketindan telah dilakukan pada tanggal  28 Januari 2026, dan oleh

karenanya kami terbitkan rekomendasi  pemberhentian perangkat  desa tersebut

sebagaimana surat kami nomor :  400.10.2.2/90/427.96/2026 tanggal  28 Januari

2026 perihal Rekomendasi

Untuk detail dokumen diatas sebagaimana terlampir. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami meneruskan permohonan 

persetujuan Kepala Desa Tempursari untuk pemberhentian perangkat desa pada 

jabatan Kasun Ketindan.

Demikian hal yang dapat kami laporkan, mohon arahan selanjutnya, terimakasih

Camat Kedungjajang,

${ttd}

SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
Jendral Hariyono Nomor 25, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang 

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67314, 
Telepon (0334) 881467, Faksimile (0334) 881467, 

Laman: dpmdesa.lumajangkab.go.id, Pos-el: dpm.desa@lumajangkab.go.id 
 

 

 

            Lumajang, ${tanggal_naskah} 
 

 
                    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menindaklanjuti :  

1. Surat Camat Kedungjajang nomor : 400.10.2.2/20/427.96/2026 tanggal 24 

Februari 2026 perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa 

Bence. 

2. Keputusan Bupati Lumajang Nomor :100.3.3.2/172/KEP/427.12/2025 tanggal 

30 April 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Lumajang kepada Wakil 

Bupati Lumajang, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. 

Maka atas permohonan dimaksud DISETUJUI. Selanjutnya, berdasarkan 

persetujuan ini Saudara diminta untuk: 

a. Menginformasikan sekaligus memastikan proses lanjutan sebagaimana poin 2 

huruf (f) Surat Menteri Dalam Negeri nomor : 100.3.5.5/3318/BPD tanggal     

16 Juli 2024 Hal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa, 

yakni menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat 

Desa, dengan Nomor Register Perangkat Desa (NRPDesa) :  

Susiono : 19930803 16 2008 32 

                         (Kepala Dusun Darungan) 

b. Melakukan pembinaan sekaligus pembekalan awal kepada perangkat desa yang 

baru diangkat tersebut terkait tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa.  

c. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa.  
 

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.  

 

 

 

Yth.  Kepala Desa Bence    

di – 

KEDUNGJAJANG 

Nomor :  ${nomor_naskah} 
Sifat :  Penting       

Lampiran  :  - 
Perihal :  Persetujuan Pengangkatan 
      Perangkat Desa Bence 
 

a.n. BUPATI LUMAJANG 
 KEPALA DINAS  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

DESA 
 
 

 

            ${ttd_pengirim} 
 
 

 
 BAYU RUSWANTORO, S.STP 
 Pembina Tingkat I/(IV/b) 

 NIP. 19791016 199810 1 002 
 

400.10.2.2/54/427.57/2026

27 Februari 2026

${ttd}
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RT/RW Desa/ Kel. Kec.
1 2 3 4 5 6 7

1 Puji Astutik Perempuan ‘3508166204820002 ‘015/005 Curahpetung Kedungjajang

2 Ahmad Narto Laki-laki ‘3508160407700006 ‘04/02 Tempursari Kedungjajang 

3 Suti Perempuan ‘3508165807670002 ‘01/02 Bandaran Kedungjajang 

4 Misti Mastur Perempuan ‘3508165607570003 ‘01/04 Krasak Kedungjajang

5 Ani Raekowati Perempuan ‘3508165212690004 ‘03/02 Grobogan Kedungjajang 

6
Toshi Widia 
Wati 

Perempuan ‘3508166704730001 ‘022/008 Wonorejo Kedungjajang

7
Nur Zahro 
Lailatul Mala

Perempuan ‘3508155212940003 ‘04/02 Wonorejo Kedungjajang

8 Isnani Perempuan ‘3508164203820001 ‘01/011 Krasak Kedungjajang

9 Marto Laki-laki ‘3508161204780006 07/011 Tempursari Kedungjajang

10 Nurhasan Laki-laki ‘3508165208540003 ‘003/001 Wonorejo Kedungjajang

11 Nami Perempuan ‘3508166004630001 ‘03/03 Krasak Kedungjajang

12 Yulis Perempuan ‘3508166507840002 ‘028/09 Curahpetung ‘Kedungjajang

13 Lutfianti Perempuan ‘3508164412840002 ‘018/002 Kedungjajang Kedungjajang

14 Erlina Irawati Perempuan ‘3508164606760003 ‘021/004 Kedungjajang Kedungjajang

DAFTAR PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN TAHUN 2026

KECAMATAN KEDUNGJAJANG 

JUMLAH 

No
Nama 

Pemohon
Jenis 

Kelamin
NIK

Alamat



RT/RW Desa/ Kel. Kec.
8 9 10 11 12 13

‘087776721998 Biati ‘3508165702610001 ‘015/005 Curahpetung Kedungjajang

‘085231713524
Ahmad 
Juhariyanto

‘3508160707060003 ‘04/02 Tempursari Kedungjajang 

‘085859133340 Sukir ‘3508162212660001 ‘01/02 Bandaran Kedungjajang 

‘085895983751 Rasmat Mastur ‘33508161505500002 ‘01/04 Krasak Kedungjajang

‘081225603176 Hadi Sutrisno ‘3508162107600001 ‘03/02 Grobogan Kedungjajang 

‘081215863718 Suyit ‘3508163006490002 ‘022/008 Wonorejo Kedungjajang

‘082244117272
Nevan Fabian 
Putra Prasetyo

‘3508161802170001 ‘04/02 Wonorejo Kedungjajang

‘085136579039 Tihani Matasan ‘3508166609600001 ‘01/011 Krasak Kedungjajang

‘082331493206 Nami ‘3508165403480002 07/011 Tempursari Kedungjajang

‘082331322758 Nurhasan ‘3508160106480002 ‘003/001 Wonorejo Kedungjajang

‘085731303127 Niman Sulis ‘3508161604580002 ‘03/03 Krasak Kedungjajang

‘082315532491 Torani ‘3508165809650002 ‘028/09 Curahpetung Kedungjajang

‘08539271016 Juhariyah ‘3508164407630002 ‘018/002 Kedungjajang Kedungjajang

‘085257783916
Imam Fadoli 
Sidiq 

‘3508161808710001 ‘021/004 Kedungjajang Kedungjajang

DAFTAR PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN TAHUN 2026

KECAMATAN KEDUNGJAJANG 

JUMLAH 

No. Tlp/ HP
Nama yg 

Meninggal
NIK

Alamat



14 15

‘22/12/2025 1.000.000

‘04/01/2026 1.000.000

‘18/01/2026 1.000.000

‘18/01/2026 1.000.000

‘19/01/2026 1.000.000

‘12/02/2026 1.000.000

‘07/02/2026 1.000.000

‘10/02/2026 1.000.000

‘22/02/2026 1.000.000

‘06/02/2026 1.000.000

‘27/02/2026 1.000.000

‘01/03/2026 1.000.000

‘11/03/2026 1.000.000

‘18/03/2026 1.000.000

14.000.000

Jml. 
Santunan 

DAFTAR PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN TAHUN 2026

KECAMATAN KEDUNGJAJANG 

JUMLAH 

Tgl. 
Meninggal







PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430
E-mail :  kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id
Laman: https://kedungjajang.lumajangkab.go.id

Kedungjajang, 3 Maret 2026

Nomor : 400.1.2.7/22/427.96/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Jadwal Pelaksanaan Desk RKPDes Perubahan Tahun 2026

Yth. Kepala Desa Se-Kecamatan Kedungajajang

di
 TEMPAT

Dalam  rangka  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan

pemerintahan  desa,  serta  untuk  memastikan  kelengkapan  dokumen  dan  kesesuaian

substansi  Peraturan Desa tentang RKPDes Perubahan Tahun 2026 dengan ketentuan

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026,

maka  Kecamatan  Kedungjajang  akan  melaksanakan  kegiatan  Desk  Pemeriksaan

Dokumen RKPDes Perubahan Tahun 2026.  Sehubungan dengan hal  tersebut,  diminta

kepada Saudara untuk hadir dan menugaskan:

1. Sekretaris Desa

2. Kepala Seksi Pemerintahan

3. Kepala Urusan Perencanaan

untuk mengikuti Desk pada hari kamis tanggal 5 Maret 2026 sesuai jadwal terlampir. Adapun

dokumen yang wajib dibawa antara lain:

1. Berita Acara Musdes Pembentukan Tim Penyusun

2. SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDes Perubahan

3. Dokumen hasil pencermatan RPJMDes

4. Draft RKPDes Perubahan Tahun 2026

5. Berita Acara Musrenbang Desa

6. Berita Acara Kesepakatan BPD

7. Peraturan Desa tentang RKPDes Perubahan Tahun 2026

8. Dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan Fokus Dana Desa Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Pelaksanaan desk ini bertujuan untuk memastikan:

1. Kelengkapan tahapan penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Kesesuaian program dan kegiatan dengan fokus prioritas Dana Desa Tahun 2026;

3. Tertib  administrasi  dan  mitigasi  potensi  permasalahan  dalam tahap  evaluasi  maupun

pemeriksaan selanjutnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih

Camat Kedungjajang,

${ttd}

SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran Surat Camat Kedungjajang
Nomor : 400.1.2.7/22/427.96/2026
Tanggal : 3 Maret 2026

No NAMA DESA WAKTU DURASI TEMPAT

1 Umbul 08.00 – 08.20 20 menit

JAGUAR HALL
KECAMATAN

KEDUNGJAJANG

2 Wonorejo 08.20 – 08.40 20 menit

3 Kedungjajang 08.40 – 09.00 20 menit

4 Curahpetung 09.00 – 09.20 20 menit

5 Grobogan 09.20 – 09.40 20 menit

6 Tempursari 09.40 – 10.00 20 menit

7 Sawaran Kulon 10.00 – 10.20 20 menit

8 Bandaran 10.20 – 10.40 20 menit

9 Jatisari 10.40 – 11.00 20 menit

10 Bence 11.00 – 11.20 20 menit

11 Pandansari 11.20 – 11.40 20 menit

12 Krasak 11.40 – 12.00 20 menit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430
E-mail :  kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id
Laman: https://kedungjajang.lumajangkab.go.id

Kedungjajang, 2 Februari 2026

Nomor : 000.7.1/5/427.96/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Undangan Musrenbangcam RKPD Tahun 2027

Yth. Kepala Desa se Kecamatan Kedungjajang

di
LUMAJANG

Dalam  rangka  pelaksanaan  Pembukaan  Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan  (Musrenbang)  RKPD Tahun  2027,  bersama  ini  kami  mengharapkan
kehadiran Saudara pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Februari 2026
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Pendopo Singowiguno Kecamatan Kedungjajang

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Kepala  Desa  agar  mengikutsertakan
Sekretaris Desa, kepala urusan keuangan dan Kepala Urusan Perencanaan untuk hadir
dan  berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  dimaksud,  sebagai  bagian  dari  sinergi
perencanaan  pembangunan  antara  pemerintah  desa,  kecamatan,  serta  unsur
Forkopimcam..

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami
ucapkan terima kasih.

Camat Kedungjajang,

${ttd}

SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 Telp. (0334) 441430, Fax. (0334) 441430
E-mail :  kec_kedungjajang@lumajangkab.go.id
Laman: https://kedungjajang.lumajangkab.go.id

Kedungjajang, 27 Januari 2026

Nomor : 000.7.1/2/427.96/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Undangan Pra-Musrenbang Kecamatan

Yth. Kepala Desa se-Kecamatan Kedungjajang

di
LUMAJANG

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2026 sebagai bagian dari tahapan penyusunan
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD),  perlu  dilaksanakan  kegiatan  Pra-
Musrenbang  Kecamatan  Kedungjajang  guna  melakukan  verifikasi,  sinkronisasi,  dan
penajaman usulan dari desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Saudara Kepala Desa agar
menugaskan dan menghadirkan:
1.Sekretaris Desa;
2.Kaur Perencanaan Desa;

hari/tanggal : Kamis, 22 Januari 2026
waktu : Pukul 08.00 WIB
tempat : Jaguar Hall Kecamatan Kedungjajang

Kehadiran peserta dimaksud sangat penting untuk memastikan usulan desa telah
sesuai  dengan prioritas pembangunan daerah, kewenangan urusan, serta ketentuan
perencanaan  yang  berlaku,  sehingga  pelaksanaan  Musrenbang  Kecamatan  dapat
berjalan efektif dan berkualitas.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami
ucapkan terima kasih.

Camat Kedungjajang,

${ttd}

SAMSUL NURUL HUDA, SE.
NIP. 198306082010011034

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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